PERATURAN PRES DEN REPUBLI K | NDONES A
NOMER 4 TAHN 1962
TENTANG
POKCK- PAKCK CRGAN SASI - APARATLR PEMER NTAHAN
NEGARA PADA Tl NGKAT TERTI N&3

PRES DEN REPUBLI K | NDONES| A,

Meni nbang:

bahwa dal am nenyel enggarakan penerintahan Negara nenurut Uhdang- undang
Dasar perlu ditetapakan pokok-pokok organisasi dari pada Aparatur
Peneri ntahan Negara pada tingkat tertinggi.

Menbaca:

1. Menorandum Panitia 6 nengenai "Penyenpurnaan (O ganisasi  dan
Admnistrasi Aparatur Negara pada tingkat tertinggi " tertanggal 30
Januari 1962, yang di sanpai kan kepada kam pada tanggal 13 Pebruari
1962;

2. Surat Panitia Retooling Aparatur Negara kepada kam tertanggal 15
Maret 1962 No. 12/ O g./ K 62 Rahasi a;

Mengi ngat ;
1. Pasal 4 ayat (1), pasal 5 ayat (2) dan pasal 17 Uhdang- undang Dasar;
2. I nstruksi Presiden Republik Indonesia No. 4 dan No. 5 tahun 1960.

3. Keput usan Presi den Republik | ndonesia No. 94 tahun 1962.

Mendengar :
Misyawar ah Kabi net Kerja pada tanggal 12 dan 19 Juni 1962;

Menut uskan :
Menet apkan:
Peraturan Presiden tentang Pokok-pokok O ganisasi Aparatur Penerintah
Negara pada Tingkat Tertinggi sebagai berikut;

BAB |
TENTANG KEMENTER AN NEGARA

Pasal 1.
Presi den nmenbentuk suatu Kenenterian Negara atau Kabi net yang terdiri atas
seorang Perdana Menteri, seorang Menteri Pertama, beberapa orang Vékil
Menteri Pertama dan beberapa orang Menteri .

Pasal 2.
Presi den adal ah Perdana Menteri

Pasal 3.

Atas petunjuk Presiden/Perdana Menteri, naka Mnteri Pertana nem npin
Kabi net sehari - hari .

Pasal 4.



Presiden dapat nenunjuk diantara para VWAkil Menteri Pertana seorang atau
beberapa orang Veékil Menteri Pertana untuk newakili Menteri Pertana,
apabi | a i a ber hal angan.

Pasal 5.

Qgani sasi Kenenterian Negara disusun berdasarkan penbagi an penerintahan
Negara dal am 8 bi dang penerintahan, yaitu:

dang Luar Negeri,

dang Dal am Negeri ,

dang Pert ahanan/ Keananan,

dang Produksi

dang D stri busi,

dang Keuangan,

dang Kesedj aht eraan Rakyat dan

dang Khusus
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Pasal 6.

Tiap-tiap dang Penerintahan dikoordinir oleh seorang Vékil Menteri
Pertama, yang newakili Presiden/Perdana Menteri di bi dangnya nasi ng- nasi ng,
dan neliputi satu, atau beberapa bagian penerintahan atau departenen
pener i nt ahan, yang di pi npi n ol eh seorang Menteri .

Pasal 7.
Menteri-nenteri bertugas:
a. nem npi n suat u bagi an peneri ntahan yang ber bent uk Depart enen,
b. nemnpi n suatu bagi an penerintahan yang tidak berbentuk Departenen,
at au
C. nenenj al ankan tugas-tugas khusus dalam penerintahan Negara yang

di serahkan kepadanya ol eh Presi den/ Perdana Menteri .

BAB | |
TENTANG Bl DANG PEMER NTAHAN

Pasal 8.

Vékil Menteri Pertana B dang Luar Negeri nemnpin Menteri/Departenmen
Luar Negeri dan Hiubungan Ekonom Luar Negeri .

Pasal 9.

Vékil Menteri Pertama B dang Dal am Negeri nengkoordinir:

1. Ment eri / Depart enen Peneri ntahan Uwmdan G onom Daer ah,
2. Ment eri / Depar t enen Kehaki nan, dan

3. Ment eri / Ket ua Mahkamah Agung.

Pasal 10.
Vékil Menteri Pertama B dang Pertahanan/ Keamanan nmengkoor dinir:

1. Ment eri / Depart enen Angkat an Darat ,
2. Ment eri / Depart enen Angkat an Laut,



oukw

V¥kKi |

ocoulrwhE

TR NEg
.

V¥kKi |

Ment eri / Depart enen Angkat an War a,

Ment eri / Depart enen Angkat an Kepol i si an Negar a,
Ment eri/ Departenen U usan Veteran, dan

Ment eri / Depart emen Kej aksaan.

Pasal 11.

Menteri Pertama B dang Produksi nengkoordinir:

Ment eri / Departenen Pertani an/ Agrari a,

Ment er i / Depart emen Per bur uhan,

Ment eri / Depart enen Pekerjaan Uhnum & Tenaga,

Ment eri/ Departenen Perindustrian Dasar & Pertanbangan,
Ment eri/ Departenen Perindustrian Rakyat, dan

Ment eri / Depart emen U usan Research Nasional .

Pasal 12.

Menteri Pertama Bidang D stribusi nengkoordinir:

Ment er i / Depart enen Per dagangan,

Menteri/Departenen  Perhubungan Darat, Pos, Tel ekormuni kasi &
Pariw sat a,

Ment eri / Depar t enen Per hubungan Laut,

Ment eri / Depar t enen Per hubungan Wlara, dan

Ment er i / Depart emen Kooper asi .

Pasal 13.

Menteri Pertama B dang Keuangan nengkoordinir:

Ment eri / Depart emen U usan Pendapat an, Penbi ayaan & Pengawasan,
Menteri Wusan Anggaran Negara, dan

Menteri Wusan Bank Sentral .

Pasal 14.

Menteri Pertama B dang Kesej aht eraan Rakyat mengkoordinir:
Ment er i / Depart enen Agana,

Ment eri / Depart emen Sosi al

Ment eri / Depart emen Kesej aht er aan,

Ment eri / Depart enen Pendi di kan Dasar & Kebudayaan

Ment eri/ Departenmen Perguruan Tinggi & Il mu Penget ahuan, dan
Ment eri/ Depart emen G ah Raga.

Pasal 15.

Menteri Pertama B dang Khusus nengkoordinir:

Ment eri / Depar t enen Pener angan,

Menteri Penghubung DP.R/MP.R /D P. A/ Deper nas,
Menteri/ Sekretaris Jenderal Front Nasional, dan
Ment eri Ponghubung Ali mU ana.

Pasal 16.

Tiap-tiap WAkil Menteri Pertama dibantu ol eh seorang atau beberapa orang
Sekretaris nenurut keperluan nasi ng-nasing dang Penerintahan, msal nya



unt uk urusan-urusan perencanaan anggaran dan pengawasan.
Pasal 17.

(1) Sekretaris dari para Wakil Menteri Pertama ternaksud pada pasal 16
di angkat dan di berhentikan ol eh Presiden atau Menteri Pertanma nenur ut
perat uran pengangkatan dan penberhentian pegawai yang berlaku, atas
usul Vkil Menteri pertama yang ber sangkut an.

(2) Jumah Sekretaris dan jumah pegawai Vékil Menteri Pertana ditentukan
olen Menteri Pertama, setelah nendengar Vékil Menteri Pertama yang

ber sangkut an.
BAB || |
TENTANG DEPARTEMEN PEMER NTAHAN

Pasal 18.
Tiap-tiap Departenen terdiri atas satuan-satuan organi sasi dengan nana :
a. D rektorat untuk funksi-funksi pel aksana dan
b. sa untuk funksi-funksi admnistratif.

Pasal 19.

Tiap-tiap Drektorat dan Biro dapat dibagi dal amBagi an- bagi an, yang
nmasi ng- nasi ng dapat di bagi pul a dal am Seksi - seksi .

Pasal 20.

(1) Menteri yang nemnpin suatu Departenen dibantu ol eh sekurang-
kurangnya dua orang. Kuasa Menteri nenurut Kkeperluan nasing-nasing
departenen, msalnya untuk urusan-urusan pelaksanaan teknis dan
admnistratif.

Pasal 21.

(1) Menteri yang tidak nemnpin suatu Departenen dibantu ol en seorang
Sekretaris Menteri .

(2) Presiden dapat nenperlakukan ketentuan dalam pasal 20 terhadap
seorang Menteri ternmaksud pada ayat (1) pasal ini berhubung dengan
| uasnya/ penti ngnya tugas yang di bebankan kepadanya.

Pasal 22.

(1) Kuasa Menteri dan Sekretaris Menteri ternmaksud pada pasal 20 dan
pasal 21 diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atau Menteri
Pertama nenurut peraturan pengangkat an dan penberhentian pegawai yang
berl aku, atas usul Menteri yang ber sangkut an.

(2) Jumtah Kuasa Menteri, Sekretaris Mnteri dan pegawai Menteri
termaksud pada pasal 20 dan pasal 21 ditentukan ol eh Menteri Pertana,
setel ah nendengar Wkil Menteri Pertama yang ber sangkut an.



BAB IV
TENTANG BADAN- BADAN PEMER NTAHAN TERTI NG&3 .

Pasal 23.

Cengan Keputusan Presiden naka di bawah Presiden, Mnteri Pertama, VWéKil
Menteri Pertama atau Menteri dapat ditenpat kan Badan-badan Peneri nt ahan
Tertinggi lain dari pada yang ternmaksud pada pasal 8 sanpai dengan pasal 15
di atas.

BAB V
TENTANG MUSYAVARAH PI MPI NAN NEGARA

Pasal 24.

Pada waktu-waktu dianggap perlu naka Presiden dapat nengadakan Misyawar ah
P npi nan Negar a dengan pi npi nan Lenbaga- | enbaga Negara Tertinggi, yaitu :

: Kabi net ,

Myj el i s Pernusyawar at an Rakyat Senentara (MP.RS.),

Dewan Perwaki | an Rakyat Gtong-royong (DP.R-GR),

Dewan Pertinbangan Agung (D.P.A), dan

Dewan Perancang Nasi onal (Depernas).
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Pasal 25.

Misyawar ah P npi nan Negara dipinpin ol eh Presiden Republik Indonesia dan
ber anggot akan :

Menteri Pertama dan para VWkil Menteri Pertana,

Ketua dan para Wkil Ketua MP.R S,

Ketua dan para Wkil Ketua DP.R-Gr.,

Vékil Ketua DP.A, dan

Ket ua Deper nas.
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BAB M
TENTANG SEKRETAR AT NEGARA

Pasal 26.

(1) Untuk nenbantu Presiden/Panglinma Tertinggi Angkatan Perang Republik
I ndonesi a/ Perdana Menteri dal am pekerjaannya sehari-hari di bent uk
suatu Sekretariat Negara yang dipinpin oleh seorang Sekretaris
Negara, dengan dibantu ol eh seorang Vékil Sekretaris Negara. Mereka
di angkat dan di berhenti kan ol en Presi den.

Sekretaris Negara nenpunyi kedudukan sebagai Menteri .

(2) Pekerjaan kepaniteraan bagi Kabi net dal am Misyawarah, Pinpi nan Negara
di | akukan ol en Sekretariat Negara.

Pasal 27.

(1) Sekretariat Negara berada |angsung dibawah Presiden/ Panglina
Tertinggi Angkatan Perang Republ ik | ndonesi a/ Perdana Menteri .

(2) Menteri Pertama ikut-serta nemnpin dan nengawasi Sekretariat Negara.



Pasal 28.

Sekretariat Negara neliputi:

Kabi net Presiden termasuk Sekretariat Mliter Presiden, dan Rumah
Tangga Presi den;

B ro Admnistrasi dan Qganisasi(Bro l);

ro Ekonom dan Keuangan(Biro I1);

Biro Politik dan Keamanan(Biro I11);

Biro Kesej ahteraan Rakyat (Biro |V);

Biro Misyanwarah(Biro V);

ro Tanda Kehormatan(Biro M);

Nouoklrwh B

Kesat uan Cakrabi rawa hanya admnistratif termasuk Sekretariat Negara.

BAB M |
TENTANG KETENTUAN- KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 29.

Soal -soal organi sasi Kabi net, dang- bi dang Peneri nt ahan, Departenen-
departenen Penerintahan, Badan-badan Penerintahan Tertinggi, Misyawarah
P npi nan Negara dan Sekretariat Negara, yang; belumdiatur dal am Peraturan
Presiden ini atau nenerlukan pengaturan |ebih landju akan diatur dengan
Keput usan Presi den.

Pasal 30.

(1) Peraturan Penerintah No. 20 tahun 1952 (Lenbaran- Negara tahun 1952
No. 26) tentang Susunan dan P npi nan Kenent eri an- kenent eri an Republ ik
I ndonesi a tidak berlaku lagi terhitung mulai hari tanggal berlakunya
Peraturan Presiden ini.

(2) Keputusan Presiden No. 221 tahun 1960 tentang Sekretariat Negara dan
Sekretari s Negara di sesuai kan dengan Peraturan Presiden ini.

(3) Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.
Agar supaya setiap orang nengetahui nya, nenerintahkan pengundangan

Peraturan Presiden ini dengan penenpatan dal am Lenbaran- Negara Republik
| ndonesi a.

Otetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juli 1962.
Presi den Republ i k | ndonesi a,

ttd.
SUKARNQ
O undangkan di Jakarta

pada tanggal 27 Juli 1962.
Sekretaris Negara,



ttd.
MOHD, | GHSAN
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